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LAPORAN PERAPATAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS DAERAH

ANTARA KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB |
PENDAHULUAN

UMUM.  Sejak ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun
2004 dan Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas
daerah, wacana perbatasan menjadi pusat perhatian dan semakin mengemuka
seiring dengan munculnya beberapa kasus konflik yang diakibatkan oleh
kurang tegasnya batas daerah. Masalah perbatasan menjadi pusat perhatian
dan diperdebatkan intens dewasa ini, karena masalah perbatasan juga terkait
dengan potensi sumberdaya alam dan pendapatan asli daerah. Kemudian
batas daerah juga diperlukan dalam rangka menentukan besaran Dana Alokasi
Umum (DAU) suatu dearah. Begitu pentingnya ketegasan dan kejelasan batas

administrasi daerah.

Setiap Undang-undang tentang Pembentukan suatu daerah, baik yang
didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah, Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas
daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007
tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
maupun yang didasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah mengamanatkan perlunya dilakukan penetapan dan penegasan
batas daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa

daerah-daerah bentukan lamapun perlu dilakukan penetapan dan penegasan

batas.

Hal ini sejalan bahwa pelaksanaan Pembentukan Daerah Provinsi,
Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang
Pembentukan Daerah, batas daerah belum didukung dengan batas yang
kongkrit, penetapan batas tersebut secara garis besar, belum sampai pada

penetapan titik koordinat.
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Pemarintah  Provinsi Kepulauan  Bangka Balitung memandang perlu

menyelesaikan batas antara Kabupaten , dalam rangka kebljakan, Penetapan

dan Penegasan Batas Daerah, sebagai implementasi Undang-undang Nomor

32 tahun 2004, Undang-undang nomor 33 t

ahun 2004, dan Permendagri No
76 tahun 2012,

tentang pedoman penegasan batas daerah, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 te
pembentukan,

ntang tata cara
penghapusan dan penggabungan daerah maka mengambil
langkah antisipasi berkaitan dengan masalah perbatasan yang dapat
menimbulkan dampak negatif di masa mendatang, maka pada tahun anggaran

2016 ini melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas daerah

Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur. Pada Tahun Anggaran
2016 ini kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima ) tahap sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 yang
terdiri dari Penelitian Dokumen Batas Pelacakan batas, Pembuatan Pilar batas
permanent Pengukuran Koordinat Pilar dan Pembuatan Peta Batas Daerah dan
Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.
Pada kegiatan ini dipasang 7 (tujuh) Pilar Batas Antara (PBA) dengan
berpedoman pada usulan revisi Permengagri Nomor 16 tahun 2008, Surat
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 136 /47/| batas daerah antara
Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, Hasil Rapat Perubahan
Batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur

pada tanggal 06 Januari 2016 di kantor Gubenur Kepulauan Bangka Belitung.
(Berita Acara Terlampir)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud. Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran

secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah Kabupaten vyaitu batas antara Kabupaten Belitung dengan
‘ Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2016.
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2.  Tujuan

a8) Menyamakan persepsi dan langkah bagi aparat Pemerintah terkait
dalam penentuan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

D) Terwujudnya kepastian batas wilayah antara Kabupaten Belitung
dengan Kabupaten Belitung Timur sehingga tercipta kerjasama
yang baik antara Pemerintah Daerah dan warga masyarakat yang
saling berbatasan.

DASAR

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan derah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4437).

2. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan daerah (Lembaran negara Tahun 1999
Nomor 126)

3. Peraturan pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan
pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan
Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran
negara Nomor 4036)

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2742/SJ tanggal 27
Nopember 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Daerah.

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah.

6. Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas
Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang

tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah.

Permendagri Nomor 16 tahun 2008.
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D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT

1. Ruang Lingkup. Laporan ini disusun mencakuy selus
kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daecrah yang teruang deleem Hi
rapat perubahan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengsn e e

Belitung Timur pada tanggal 6 Januari 2016, Permendagr no 14 tahun 205%
yang telah ditetapkan batas antara Kabupaten Beltung dengsn Caviys'e
Belitung Timur, Permendagri Nomor 76 tzhun 2017 teriang Fedora:
Penegasan Batas Daerah. Pada kegiatan ini dilaksanszkan & tahay oy ss:
yang meliputi Penelitian Dokumen Batas Daeran, Pelacskan batas Dacsr

Pemasangan Pilar batas Pengukuran Pilar dan Pembustan Fels Balas Daeiar

2. Tata urut.
Laporan ini disusun dengan Tata urut sebagal berikit
Pendahuluan.
Penelitian Dokumen Batas
Pelacakan Batas Daerah
Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerzh
Pengukuran Pilar Batas Daerah
Pembuatan Peta Batas Daerah

Penutup.

@ » o a0 T

BAB I
PENELITIAN DOKUMEN BATAS

A. UMUM. Dokumen batas yang perlu diteliti berupa peraturan Perundang-
undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan antara lzin & Staztsbiad
Nota Residen, Undang-undang Pembentukan daerah, Hasil rapat perubanan nztzs
daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal £
Januari 2016, Permendagri no 16 tahun 2008 yang telah ditetapkan batas antzra
Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur dan dokumen-dokumen yang
pernah ada termasuk Peta-peta kesepakatan mengenal batas wilayah, Petz

Topografi, Peta Minute Plain dan Peta-peta lain yang memuat tentang batas daerah
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yangd bersangkutan dan Kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan

penentuan batas daerah.

B. DOKUMEN YANG TELAH DITELITI

1. Hasil penelitian dari Tim PPBD didapat dasar hukum Pembentukan
Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut
1)  Hasil rapat perubahan batas daerah antara Kabupaten Belitung
dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Januari 2016,
2) Permendagri no 16 tahun 2008 yang telah ditetapkan batas antara
Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur
3) Berita acara Kesepakatan perubahan Peta batas Daerah antara
Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi

Kepulau Bangka Belitung Nomor 136/01/1.

2. Data/dokumen pendukung lain. Data/dokumen lain yang diteliti
meliputi Peta-peta antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung
Timur di Provinsi Kepulau Bangka Belitung yang disepakati adalah :
1)  Peta Permendagri nomor 16 tahun 2008.
2) Peta Topografi Kedar 1 : 50.000
(1) Lembar 2719-ll/Badau

(2) Lembar 2719-1/Buding

BAB Il
PELACAKAN BATAS DAERAH

A. UMUM Pelacakan merupakan kegiatan untuk menelusuri garis batas yang

telah disepakati dengan memasang patok sementara yang telah disepakati pada

peta kerja. Kegiatan pelacakan terdiri dari 2 tahap yaitu Penentuan Garis batas

sementara dan Pelacakan Garis Batas di Lapangan. Kegiatan lapangan yaitu

melacak titik yang sudah diplot di peta kerja kemudian diketemukan di lapangan,

kemudian dipasang patok sementara berupa Patok Paralon/Kayu.

——————
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BAB VI
PEMBUATAN PETA BATAS DAERAH

A. UMUM. Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesual
dengan kebutuhannya. Setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan
tema informasi yang disajikannya. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah ini telah
memenuhi aspek-aspek yang ditentukan sesuai Permendagri No. 76 tahun 2012

tentang pedoman penegasan batas daerah.
B. SPESIFIKASI PETA BATAS DAERAH

1. Skala 1 : 50.000
2.  Sistem Proyeksi Peta :
2 Sistim Grid : Universal Transvers Mercator ( UTM )
b. Lebar zone 6 derajad, Peta yang digambar termasuk Zone 48
c. Angka Perbesaran : 0,9996 pada Meredian Tengan
d Jarak Meredian tepi : 180.000 m di sebelah barat Meredian tengah
E Ellipsoid Referensi : Spheroid WGS — 84
f. Sistim Referensi Koordinat :
1) Primer . Grid Geografi
2)  Sekunder : Grid Metrik

C. METODE PEMETAAN BATAS DAERAH.

1  Metoda yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Daerah
Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur ini adalah menggunakan
metode Kompilasi, yaitu penggambaran peta yang mengambil referensi
dari beberapa sumber. Peta-peta sumber yang dipakai dalam pembuatan
peta ini adalah :

1) Peta Permendagri nomor 16 tahun 2008.
2) Peta Topografi Kedar 1 : 50.000

(1) Lembar 271 9-ll/Badau

(2) Lembar 2719-1/Buding
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